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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Muamalat ialah hukum (Agama Islam) yang mengatur hubungan antara semua 

manuasia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama yang 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani (ekonomi), agar terjamin hasilnya 

dalam suasana yang saling menguntungkan. Seperti diketahui, Agama Islam tidak 

hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur 

hubungan manusia dengan manusia lainnya.
1
 

Perekonomian merupakan pondasi utama dalam kehidupan negara. Dengan 

perekonomian negara yang kokoh, maka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pun 

dapat terjamin. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, 

baik itu berupa pasar barang, jasa, uang, maupun  pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar 

sangat bergantung pada makanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga 

yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan melalui interaksi kekuatan 

permintaan dan penawaran secara sehat. Kestabilan harga pun akan tercipta apabila 

kondisi pasar dalam keadaan wajar dan normal (tanpa ada pelanggaran), misalnya 

penimbunan barang, monopoli atau kecurangan lain yang dilakukan oleh salah satu 

pihak. Namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga 
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akan terganggu dan yang pasti pada akhirnya akan mengganggu hak rakyat secara 

umum. Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang sifatnya perspektif. Islam 

meletakkan ekonomi pada posisi tengah dengan keseimbangan yang adil. 

Dari pespektif agama, aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Artinya, 

dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materil guna 

memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap 

orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan 

dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Ini 

berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang 

digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan yang diusung oleh ekonomi 

kapitalis yang menganut pasar bebas sebebas-bebasnya. 

Interaksi antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan guna 

mencapai tujuan perekonomian yang kuat. Dengan kata lain, penentuan harga tidak 

dapat dimonopoli oleh sepihak saja melainkan terjadi kesepakatan dalam penentuan 

harga. Hal tersebut guna meminimalkan terjadi kecurangan atau pun kerugian di salah 

satu pihak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan ikut andil dalam menjamin 

pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Misalnya 

jika terjadi gangguan pasokan atau harganya berada dibawah harga acuan yang 

ditetapkan pemerintah. Pemerintah berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga 

barang bisa diatasi, dengan adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok 
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dan barang penting di gudang ketika terjadinya kelangkaan barang dan gejolak harga 

telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 

tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

Pada Pasal 1 dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan : 

1. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor 

pendukung kesejahteraan masyarakat  

2. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam kelancaran 

pembangunan nasional. 

3. Ketersedian barang adalah tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan 

barang penting sesuai dengan tingkat komsumsi yang dibutuhkan masyarakat 

dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau 

diseluruh Negara Republik Kesatuan Indonesia. 

4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, 

baik untuk kepentingan diri sendiri,keluarga, orang lain maupun mahluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

5. Produsen adalah perorang atau badan hukum yang membudidayakan dan atau 

memproduksi Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting. 

6. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau 

badan usaha yang erbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan. 
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7. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang tertutup atau terbuka 

dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus 

sebagai tempat penyimpanan barang dapat diperdagangkan dan tidak untuk 

kebutuhan sendiri.  

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

10. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan.  

  Berbagai faktor yang memengaruhi pertimbangan pedagang kebutuhan pokok  

dalam menetapkan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional antara lain; faktor 

produksi, faktor penawaran, faktor permintaan, faktor persaingan, faktor kelangkaan 

beras, intervensi pemerintah, dan faktor pengaruh Iklim/musim. Selain itu, terdapat 

beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok menjadi 

tidak normal di pasar,  penimbunan barang atau membeli suatu barang dengan jumlah 

yang besar, agar barang tersebut menjadi berkurang yang beredar di pasar sehingga 

harga barang menjadi naik dan pada waktu harga naik maka barang tersebut 

dilepaskan atau dijual dalam pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat 



5 
 

ganda. Dalam Islam mengajarkan bahwa ada jual beli yang dihalalkan dan ada jual 

beli yang diharamkan, oleh karena itu menimbun barang dengan maksud supaya 

barang yang beredar menjadi sedikit, termasuk perbuatan mempersempit gerak pasar 

dan merusak ketentraman umum maka perbuatan penimbunan barang yang dimaksud 

dengan tujuan barang menjadi langka dan akhirnya harga menjadi naik, maka 

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. 

Dalam pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 

Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting : 

Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalulintas 

perdagangan barang. Barang Kebutuhan Pokok atau Barang penting dilarang 

disimpan digudang dalam jumlah dan waktu tertentu. 

A. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diatas batas 

kewajaran yang melebihi stok atau persedian barang berjalan, untuk memenuhi 

pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata 

penjualan perbulan dalam kondisi normal. 

B. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok atau 

Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai 

bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan 

barang untuk didistribusikan.  

Diantaranya permainan harga yang disebabkan oleh praktik monopoli dan 

persaingan tidak sehat, penyalahgunaan kelemahan yang terdapat pada diri konsumen 

seperti keadaan SDM lemah, tidak terpelajar atau keadaan konsumen yang sedang 
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terdesak untuk memenuhi suatu kebutuhannya, penipuan dan informasi yang tidak 

merata dan transparansi. Contoh pada penetapan harga beras yang berjalan di Pasar 

Baru Kranggot, dengan melihat indikator jenis dan varian harga serta proses jual beli 

beras contohnya. Demikian dengan proses jual beli di Pasar Baru Kranggot dan 

persaingan antar-pedagang berjalan dengan  tidak kondusif. terjadi monopoli harga di 

antara pedagang, karena adanya pengendalian harga atas suatu jenis barang. Karena 

itu pedagang relatif bebas untuk menentukan harga sesuai kesepakatan dengan 

pembeli. Demikian dengan sistem pasar di pasar Kranggot dan persaingan antar 

pedagang tidak kondusif, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 

2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting, pasal 4 ; untuk pengendalian Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6), Menteri menetapkan 

harga acuan dan harga pemebelian Pemerintah Pusat untuk sebagian atau seluruh 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

Berdasarkan fenomena diatas sebagai negara hukum pengawasan 

pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan 

pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk : penentuan harga maksimum 

dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau 

mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. Tujuan yang dilakukannya campur tangan 

pemerintah adalah sebagi berikut : Menjamin agar setiap hak individu dapat tetap 

terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat 

tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan-
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kegiatan perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat 

mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan pratik-pratik monopoli yang 

merugikan, menyediakan barang publik (public goods) untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang 

merugikan masyarakat dapat dihindari dan dikurangi.
2
 

Islam memberikan kebebasan kepada pasar dan menyerahkanya kepada 

hukum pasar untuk memerankan perannya secara wajar, sesuai dengan permintaan 

dan penawaran yang ada karna itu harga-harga menjolak tinggi. Maka sangat penting 

nilai-nilai Islam dalam jual-beli juga harus diterapkan, untuk mendapatkan berbagai 

kemaslahatan bermacam-macam tujuan. Sedangkan syariat Allah berdiri landasan 

menegakan keadilan dan memerangi kedzaliman. Sebagaimana telah diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan 

Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting mengenai kebijakan harga barang 

kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka mengendalikan ketersedian 

barang.   

Melihat kenyataan tersebut maka penulis bermaksud mengkajinya melalui 

penulisan skripsi yang berjudul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan 

Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ”  ( Studi kasus di 

Pasar Baru Kranggot Cilegon –Banten ) 

                                                           
2
 Prathama Rahardja, pengantar ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi. (Jakarta 

:Lembaga Penerbit fakultas ekonomi universitas 2008). h.45 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten ?  

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan 

Barang Kebutuhn Pokok dan Barang Penting ?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini adalah,sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Republik Kesatuan 

Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadapa ketentuan Peraturan 

Presiden Republik Kesatuan Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan 

dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi  Peraturan Presiden Republik Kesatuan Indonesia Nomor 71 Tahun 
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2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang 

Penting di Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten. 

2. Sebagai bahan data dan bacaan kepustakaan terhadap pengetahuan tentang 

Peraturan Presiden Republik Kesatuan Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 

E. Kerangka Pemikiran  

Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatu telah di atur oleh 

negara,  Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan ikut andil dalam menstabilisasi 

harga kebutuhan pokok dan barang penting ,misalnya jika terjadi gangguan pasokan 

atau harganya berada dibawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah 

berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga barang bisa diatasi, dengan adanya 

larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika 

terjadinya kelangkaan barang dan gejolak harga telah diatur dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan 

Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

Muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat 

dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, 

pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha laninya.
3
 Menurut 

etimologi jual beli diartikan: "pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata lain 

dari jual beli (al-ba’i) adalah asy-syira’, atau at-tijarah. 
4
 Kata at-tijarah seperti yang 

di singgung dalam al-Qur’an surat Fatir ayat 29 yang berbunyi 

                                                           
3
 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2013), h.278 

4
 Rachmat Syafi'I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.73 
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قوا مما رزقناهم سرا وعلانيةً يرجون تجارة لن تبوروأنفَ  

“ dan menginfakan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya 

dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan 

yang tidak akan rugi “ 

 

Jual beli juga memiliki arti: menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan 

sesuatu yang lain). Kata al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yaitu kata: asy-syira' (beli). Dengan demikian kata al-bai' 

berarti kata  “ jual “ dan sekaligus juga berati kata “ beli “.
5
  

           Ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai rancangan dan variasi 

dalam penetapan harga, yaitu harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang 

diinginkan (cost plus pricing method). Metode harga ini adalah metode yang paling 

sederhana, yaitu penjualan atau produsen menetapkan harga jual untuk satu barang 

yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah jumlah untuk laba yang 

diinginkan (margin) pada tiap-tiap unit tersebut. Formulanya menjadi: 

Cost Plus Pricing Method = Biaya Total + Laba = Harga Jual 

Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar 

barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun 

tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas 

(dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.
6
 

Penimbunan barang-barang aktivitas jual beli dalam sistem ekonomi kontemporer 

                                                           
5
 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 113 
6
 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika), h. 47 
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dalam sistem pasar bebas, bagi dunia usaha kontemporer, penumpukan barang-barang 

tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, bila 

didistribusikan pada saat harga naik, dan para konsumen membutuhkannya, transaksi 

semacam ini memberi keuntungan bagi penimbun dan  merugikan pihak konsumen, 

penimbunan barang adalah membeli sesuatu barang kemudian menyimpannya dengan 

maksud agar barang itu berkurang peredarannya dalam masyarakat sehingga pada 

suatu waktu harganya akan meningkat, pada saat harga meningkat, penimbun 

mengeluarkan barangnya dan mendistribusikan dengan harga yang tinggi, maka 

dengan demikian konsumen tetap akan membelinya karena sedang membutuhkan dan 

dalam hal ini apalagi terhadap barang-barang konsumtif yaitu barang-barang yang 

merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat banyak yang setiap orang 

membutuhkan misalnya beras adalah barang habis dipakai dalam sekali dipakai. 

Dalam sistem ekonomi kontemporer penimbunan barang seperti itulah tidak dilarang, 

dan merupakan hak asasi setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dari 

aktivitas jual beli,
7
 Pasar adalah tempat terjadinya transaksi dari setiap pihak yang 

saling memiliki kepentingan. Posisi pasar bagi masyarakat, investor dan pemerintah 

menjadi begitu penting untuk dipahami apalagi jika dilihat dari segi aktivitas pasar 

yang semakin hari semakin berubah. Perubahan pasar mengikuti behaviour para 

pengguna pasar. Sehingga pembentukan pasar digital dengan pendekatan dunia maya 

                                                           
7 Chuzaimah, Problematikan Hukum Islam Kontemporer, Lembaga Studi Islam dan 

Kemasyarakatan, (Jakarta: 1997), h. 93. 
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atau internet telah menyebabkan terbentuknya pasar baru yang memiliki dimensi 

lebih luas dan mudah. 
8
 

Seseorang melakukan penimbunan barang terutama barang-barang konsumtif, 

yang habis sekali dipakai misalnya beras, maka maksud menimbun barang itu 

mempunyai tujuan yaitu kalau barang di pasar sudah langka dan harga menjadi naik, 

maka barang yang ditimbun akan didistribusikan ke dalam pasar dan penimbun 

barang akan memperoleh keuntungan yang banyak, oleh karena itu untuk menjaga 

harga pasar dari kenaikan harga barang tersebut, dalam fiqih Islam dikenal dua istilah 

yang berbeda mengenai harga suatu barang yaitu As-Saman dan as si’r. As Saman 

adalah patokan harga satuan barang sedangkan As Si’r  adalah harga yang berlaku 

secara aktual di pasar. Ulama Fiqih membagi As si’r itu kepada dua macam, pertama 

harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dalam harga 

seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, 

dengan mempertimbangkan keuntungan. Kedua harga atau komoditas yang 

ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi 

pedagang atau produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. 

Dalam perilaku ekonomi dalam harga suatu komoditas akan stabil, apabila stok 

barang akan tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan 

permintaan konsumen terdapat keseimbangan, akan tetapi apabila barang yang 

tersedia sedikit, sedang permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi kenaikan 

harga. Cara untuk menstabilkan harga adalah menyesuaikan dengan permintaan di 

                                                           
8
 Irham Fahmi, kewirausahaaan (teori,kasus,dan solusi) , (Bandung : Alfabeta 2013). h. 183 
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pasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap 

melonjak tinggi, maka pihak pemerintah melakukan pengawasan, apabila ini 

merupakan ulah dari para pedagang, misalnya dengan melakukakn penimbunan 

dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak menolak 

harga. Menurut ulama fiqih, patokan harga oleh pemerintah harus memenuhi 

persyaratan syariah yaitu: 

1. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas. 

2. Terbukti bahwa produsen, pedagang dan spekulan melakukan manipulasi, 

spekulasi, penimbunan atau rakayasa keji dalam menentukan harga komoditas 

dan tarif jasa mereka 

3. Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil 

4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar 

dengan berkonsultasi dengan kepada para ahlinya 

5. Pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua 

pihak 

6. Pemerintah secara proaktif harus melakukan control dan pengawasan terhadap 

kegiatan pasar, baik menyangkut stok barang, harga maupun indiaktor dan 

variabel lainnya sehingga tidak terjadi penimbunan barang dan monopoli jasa 

yang berakibat kesewenangan harga. 

 Akan tetapi, bila di pasar telah muncul hal-hal yang tidak wajar seperti 

monopoli komoditas oleh beberapa pedagang untuk mempermainkan harga, maka 

pada saat itu kepentingan umum lebih didahulukan atas kebebasan segelintir orang. 
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Penetapan harga itu diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat, 

melindungan mereka dari orang-orang yang mengaruk keuntungan yang semena-

mena dan rakus selain untuk menghalang ambisi mereka.seperti yang telah ditetapkan 

oleh kaidah-kaidah dan prisip-prinsip hukum.
9
 

F. Metode Penelitian  

  Dalam penyusunan proposal dari hasil penelitian ini, penulis menempuh 

metode dan alasan menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, adalah penelian 

hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian 

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti implementasi suatu 

Peraturan Presiden dan penelitian yang ingin mencari hubungan (Korelasi) antara 

berbagai macam gejala atau variabel sebagi alat pengumpulan datanya terdiri dari 

studi dokumen pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Sehingga dapat 

disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat dari segi efektivitas Peraturan 

Presiden Nomor 71 tahun 2015 dengan melihat langsung dilapangan. 

1. Penentuan lokasi penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pasar Kranggot Cilegon di 

Provinsi Banten 

2. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang di butuhkan, dilakukan penelitian 

kepustakaan atau library research yaitu dengan cara menbaca dan mengutip tulisan 

                                                           
9
 Yusuf Qardhawi,  Halal Haram dalam Islam,  (Solo : EraIntermedia , 2001), cet.Ke -2, h. 

365 
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yang ada hubunganya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, 

majalah-majalah, naskah dan dokumen-dokumen lain, selain itu juga penulis 

menggunakan dokumen-dokumen lain. Selain itu juga penulis menggunakan field 

reserch . pengumpulan data dengan field reserch menggunakan cara : Observarsi dan 

wawancara/pertanyaan. 

3. Teknik Pengelolaan Data  

Dari data-data yang diperoleh dari pengumpulan data tersebut akan dianalisa 

melaui metode-metode berikut ini,yaitu : 

A. Deduktif  

Dalam hal ini digunakan cara berfikir deduktif yaitu : “menarik suatu 

kesimpulan dimulai dari suatu pernyataan khusus dengan mengunakan nalar atau 

rasio.” 

4. Teknik Penulisan  

Agar penulisan ini agar dapat tersusun rapi penulis berpedoman kepada :  

a. Buku pedoman yaitu buku metodologi penelitian  

b. Dalam penulisan terjemah Al-Qur’an ,penulis mengukip dari Al-Qur’an terjemah 

yang di terbitkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah/penafsiran Al-Qur’an , 

Dapartemen RI. 

c. Untuk hadis , penulis mencari dari buku aslinya, namun bila tidak ditemukan, 

penulis mengambil dari buku yang ada. 

G. Sistematika pembahasan  

penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
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Bab pertama, mengenai pendahuluan meliputi, latar belakang, kerangka 

pemikiran, metode penelitian , langkah-langkah penelitian,sistematika penelitian. 

Bab kedua, membahas tentang deskripsi daerah penelitian yang meliputi : sejarah 

berdirinya Pasar Baru Kranggot Cilegon Provinsi Banten, kondisi goegrafis pasar 

baru Kranggot Cilegon Provinsi Banten, kondisi sosiografis Pasar Baru Kranggot 

Cilegon , dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar  

Bab Ketiga membahas tentang : Pengaturan dan mekanisme pasar, peran 

pemerintah dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi 

harga,dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting      

Bab keempat,membahas tentang Implementasi Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 dan tijauan hukum Islam tentang penimbunan 

barang kebutuhan pokok ,dan penetapan kebijakan harga berupa : penetapan harga 

khusus menjelang, saat, dan setelah hari Besar Keagamaan Nasional atau pada saat 

gejolak harga,dan intervensi pemerintah daerah dan pusat dalam menstabilisasi harga 

kebutuhan pokok.   

Bab kelima membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-

saran.  
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BAB II 

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 

A. Deskripsi Wilayah Kota Cilegon  

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten. Cilegon berada di ujung 

barat laut Pulau jawa, ditepi Selat Sunda. Kota ini dulunya merupakan bagian dari 

wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota 

administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 ditetapkan sebagai kota madya 

(sebutan kotamadya digantikan dengan kota sejak tahun 2001). Cilegon dikenal 

sebagai kota industri, dan menjadi pusat industri dikawasan Banten bagian barat. 

Kota Cilegon dilintasi jalan negara lintas Jakarta- Merak, dan dilalui jalur kereta api 

Jakarta-Merak. Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan yaitu kecamatan Pulomerak, 

Cilegon, Cibeber, Ciwandan, Grogol, Purwakarta, Jombang, dan Citangkil. Luas 

wilayah Kota Cilegon adalah seluas 175,5 km2. Secara geografis batas-batas wilayah 

Kota Cilegon adalah sebagi berikut : 
10

 

a. Batas Utara     : Kabupaten Serang  

b. Batas Selatan  : Kabupaten Serang  

c. Batas Timur    : Kabupaten Serang  

d. Batas Barat     : Selat Sunda  

                                                           
10

  Data Sub bagian Tata usaha, UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baru Kranggot, 

Cilegon, Banten.  
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B. Sejarah Berdirinya Pasar Baru kranggot  Cilegon Banten  

Sejarah Pasar Baru Kranggot Cilegon Provinsi Banten secara implisit penulis 

tidak menemukan keterangan yang secara rinci, baik dari pengembangan pasar, unit 

pasar dan pihak dan pihak-pihak  terkait lainya yang penulis kunjungi, karna pada 

dasarnya sejarah berdirinya Pasar Baru Kranggot Cilegon belum dibukukan, akan 

tetapi dari data-data yang penulis temukan dari hasil wawancara adalah sebagai 

berikut : pada awalnya Pasar Baru Cilegon berada wilayah Pasar Lama Cilegon ( 

tepatnya di Mall Matahari lama yang sekarang adalah Kantor ) . Pada tahun 1989 

lokasi Pasar Baru Cilegon berada dijalan Protokol Kota Cilegon, pengelolaannya 

pada waktu itu oleh Pemerintahan Kabupaten Serang.  

Kemudian pengelolaan pasar Baru diserahkan kepada Pemerintah Kota 

Cilegon, yang telah menjadi kepemerintahan Kotamadya ( otonomi Kota secara 

yuridis dibentuk menurut UUD RI No.15/1999 ) dan berpindah tempat kejalan 

Bojonegara Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang. Seiring perkembangan 

laju ekonomi Kota Cilegon dengan bertambahnya jumlah pedagang di pasar, hingga 

Pasar Baru tidak dapat menampung lagi peningkatan jumlah pedagang, maka pada 

tahun 2005 pemerintah Kota Cilegon melakukan perluasan lahan seluas 5 ha untuk 

rencana pengembangan dan pembangunan pasar. Setelah pembangunan selesai 

dibangun pada tahun 2008. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon merelokasi pedagang kejalan Kranggot 

Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang dan keberadaan Pasar Baru Cilegon 
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diresmikan pada tanggal 27 April 2009 oleh Walikota Cilegon Bapak H.Tb. Aat 

Syafa’at, bertepatan dengan perayaan hari Kota Cilegon yang kesepuluh. 
11

 

C. Kondisi Geografis Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten 

1. Kondisi Geografis  

Kondisi geografis Pasar Baru Kranggot Cilegon secara administratif masuk ke 

jalan Kranggot tepatnya adalah masuk kedalam wilayah Kelurahan Sukmajaya 

Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten dengan batas-batas wilayah 

Kelurahan/desa sebagai berikut  

a. Sebelah Utara Kelurahan/Desa Panggung Rawi 

b. Sebelah Selatan Kelurahan/Desa Ciwaduk 

c. Sebelah Barat Kelurahan/Desa Masigit 

d. Sebelah Timur Kelurahan/Desa Sukmajaya 

Luas area tanah Pasar Baru Kranggot Cilegon 5 ha. Pasar Baru Cilegon sebagai 

aset Pemerintah Kota Cilegon mempunyai fasilitas sarana sebagai berikut;  

1. 678 unit Kios 

2. 288 unit Los 

3. 1472 unit Auwning/tenda 

4. 4 unit Toilet Umum /MCK 

                                                           
11 Wawancara dengan Muhammad Yamin, Kepala UPTD Pasar Baru Kranggot Cilegon 

Banten, Cilegon, 15 Januari  2016  
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5. 2 unit Lahan Parkir  

6. Tempat Ibadah dan Sub Terminal Angkutan Umum 

2. Fasilitas Sarana Kios,Los dan Auwning atau Tenda Pasar Baru Cilegon 

NO BLOK 
JENIS 

BANGUNAN 

LUAS 

TEMPAT 

JUMLAH 

UNIT 

TOTAL 

UNIT 

1 KIOS 

1.) BLOK – A 

Kios / Tempat 

Permanen 

2x3,5 m
2
 161 

678 

2.) BLOK – B 2x3,5 m
2
 161 

3.) BLOK – C 
2x2,5 m

2
 60 

140 
2 x 3 m

2
 80 

4.) BLOK – D 
2x2,5 m

2
 96 

216 
2 x 3 m

2
 120 

2 LOS 

BLOK - E       

1) LOS SEMI                         Los Permanen 
2x1,5 m

2
 144 

288 

2)   LOS BASAH 2x1,5 m
2
 144 

3 AUWNING 

1.) AUWNING - 

A 

Semi 

Permanen 

2x1,5 m
2
 165 

1287 

2.) AUWNING - 

B 
2x1,5 m

2
 74 

3.) AUWNING - 

C 
2x1,5 m

2
 90 

4.) AUWNING - 

D 
2x1,5 m

2
 180 

5.) AUWNING - 

E 
2x1,5 m

2
 171 

6.) AUWNING - 

F 
2x1,5 m

2
 427 

7.) AUWNING - 

G 

(*Luas  

variatif 
23 

8.) AUWNING - 

H 
2 x 2 m

2
 88 
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9.) AUWNING - 

I 
2 x 3 m

2
 69 

4 
LAHAN 

SWADAYA 

1.) AUWNING – 

AB 

2x1,5 m
2
 48 

160 

185 

2 x 2 m
2
 104 

2 x 3 m
2
 8 

2.) SWADAYA 2,5x3 m
2
 10 

3.) TERMINAL 
(*  Luas  

variatif 
15 

 

Jumlah Total Fasilitas Tempat atau Sarana usaha di Pasar Baru Cilegon sebanyak 

2438 unit 

Pasar tradisional yang dibangun oleh Pemerintah Kota Cilegon berada dalam 

wilayah kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota 

Cilegon dengan penyelenggara pengelolaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Pasar. Berdasarkan data pada tahun 2011 jumlah pedagang pengguna 

fasilitas sarana kios, los, auwning/tenda, dan lahan pelataran pasar PKL/emprakan di 

Pasar Baru Kranggot Cilegon berjiumlah 4938 pedagang.  

Pasar Baru Kranggot Cilegon merupakan pasar tradisional yang terletak di 

wilayah Kota Cilegon dengan luas wilayah kurang lebih 4.500 m2. Dengan luas 

wilayah seperti itu bisa kita lihat betapa banyaknya pedagang yang berjualan di pasar. 

Pada pintu masuk pasar terdapat ruko-ruko yang berderetan disepanjang jalan utama 

dari pintu masuk sampai pintu belakang pasar sehingga kita bisa bayangkan bahwa 
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ruko tersebut sebagi batas wilayah pasar, baik itu ruko yang berjualan pakaian, 

peralatan rumah tangga, perhiasan, sampai dengan sembako.
12

 

Sepanjang pinggiran jalan utama terdapat para pedagang emperan ( kaki lima) 

yang berjualan di sisi jalan, kenyakan dari pedagang emperan tersebut mereka berjual 

sayur mayur, seperti tomat,cabai, kol, kacang panjang, bawang , dan lain-lain. Dari 

kebanyak pedagang sayur mayur yang berjualan, terdapat juga para pedagang yang 

berjualan ayam potong, penjual kaos kaki, gerobak es, rokok, dan lain-lain sehingga 

disekitar sepanjang jalan utama penuh dengan para pedagang yang berjualan. Di 

bagian pusat pasar terdapat bangunan kios/los pedang yang telah diatur sedemikian 

rupa oleh UPTD pasar selaku pengelola pasar dari blok A sampai blok D berderetan 

para pedagang, baik itu pedagang perhiasan, maupun pakaian. Dari blok E merupakan 

khusus untuk pedagang los basah seperti hasil laut maupun ikan air tawar, berupa 

ikan, kepiting, cumi, dan lain-lain. Blok F merupakan blok yang khusus sama halnya 

seperti blok E, blok ini dinamakan los semi basah, yaitu untuk pedang yang berjualan 

daging kambing,sapi, maupun kerbau. Selain kios/los terdapat juga awning tempat 

para pedagang berciri terbuat dari kayu dan berkawat besi dibagian ruang udaranya 

(jendela). Rata – rata para pedagang yang bertempatan di ruangan awning berjualan 

sembako, kelapa parut, ikan asin, maupun warung makan, dan bagian blakangpasar 

terdapat parkiran untuk penitipan kendaraan roda dua (sepeda motor) dan para 

pedagang buah – buahan, seperti semangka, pisang, dan lain-lain. Pada hari-hari 

                                                           
12

  Data Sub bagian Tata usaha , UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baru Kranggot 

, Cilegon, Banten. 
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biasanya masyarakat khususnya konsumen yang datang ke pasar Baru Kranggot 

Cilegon rata-rata mencapai sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) orang, lain hal-nya 

ketika akhir pekan atau hari-hari besar kenegaraan, pengunjung pasar ( konsumen) 

bisa mencapai kurang lebih 1000 (seribu) orang. 
13

 

D. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 

2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

                                                           
13

  Wawancara dengan Sulhi, Koordinator unit penataan dan pemeliharaan, Cilegon, 15 

Januari  2016. 
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8. Keputusan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 

9. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah 

10. Keputusan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko 

Modern 

11. Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan 

barang kebutuhan pokok dan barang penting 

12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengendalian 

Pedagang Kaki Lima (PKL) 

13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon 

14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon 

15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar 

16. Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon, dan  
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17. Peraturan Walikota  Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 98 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Baru Cilegon.
14

 

E. UPTD ( Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baru Kranggot  

Pengelolaan pasar di Kota Cilegon dibebankan kepada Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Koperasi (Diperindagkop) Kota cilegon dan penyelenggaraannya 

oleh UPTD ( Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar. 

Tugas dan Fungsi UPTD Pasar adalah : 

a. Perencanaan Program, Kegitan dan Anggaran UPTD Pasar, 

b. Penyelenggaraan Ketatahusahaan UPTD Pasar , 

c. Penyelenggaraan Penataan Pasar  

d. Penyelenggaraan Pengelolaan Pasar  

e. Penyelenggaraan Pemeliharaan Pasar  

f. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Aktifitas Pasar 

g. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengembangan, Penataan, Pemeliharaan, 

Ketentraman, dan ketertiban Pasar. 

h. Penyelenggaraan Evaluasi Kegiatan: Pembinaan, Pemngembangan, Penataan, 

Pemeliharaan, Ketentraman, dan Ketertiban Pasar, 

i. Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pasar. 
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   Data Sub bagian Tata usaha , UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baru 

Kranggot, Cilegon, Banten. 
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F. Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi UPTD Pasar Baru Kranggot Cilegon, Peraturan Walikota 

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar 

Baru Kranggot Cilegon Banten. 
15
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   Data Sub bagian Tata usaha , UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baru 

Kranggot, Cilegon, Banten 

KEPALA UPTD PASAR BARU 

CILEGON 

MOHAMAD YAMIN. SE 

KEPALA SUB BAGIAN  
TATA USAHA 

MUHIBIN, S.Ip 

STAF TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONA
L 

     

KOORDINATOR UNIT  
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 

 
KHALIM 

KOORDINATOR UNIT  
PENATAAN DAN 
PEMELIHARAAN 

 
SUBLI 

KOORDINATOR UNIT  
KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN 
 

AGUS NALI 

PETUGAS KEAMANAN PETUGASA KEBERSIHAN PETUGAS RETRIBUSI 
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Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  

UPTD Pasar Baru Kranggot dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang yang 

bertangung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pembinaan, pengembangan, 

penataan, pemeliharaan, ketentraman, dan ketertiban pasar.  

Fungsi Kepala UPTD Pasar Baru Kranggot Cilegon, adalah sebagai berikut : 

a. Perumusan dan Perencanaan program program, kegitan dan anggran UPTD 

Pasar 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penataan pasar 

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan pasar 

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengembangan pasar  

e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan ketentraman dan katertiban pasar 

Pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD pasar yang meliputi 

administrasi umum, keegawaian dan keuangan 

f. Pengendalian dan Pembinaan unit-unit pada UPTD pasr 

g. Pelaksaan Pembinaan aparatur UPTD pasar 

h. Pelaksaan koodinasi dan instansi atau pihak terkait dibidang pengelolaan 

pasar sesuai wilayah kerjannya. 
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i. Pelaksaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksaan 

semua kegitan UPTD pasar.
16

 

Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang mempunyai tugas dan fungsi 

membantu Kepala UPTD dalam mengelola penyusuna perencanaan, ketatausahaan, 

administrasi pegawai, administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dan 

memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat UPTD Pasar serta pelaksanaan 

laporan akuntabilitas dan evaluasi kerja. Tugas pokok kepala Sub Bagian (Kasubag) 

Tata Usaha melaksananakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha. 

b. Pelaksanaan penyusunan Visi dan Misi UPTD pasar. 

c. Penyusunan rencana setrategis UPTD Pasar 

d. Penyusunan Program Kerja UPTD Pasar. 

e. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD Pasar. 

f. Pelaksanaan Administrasi umum dan Kepegawaian UPTD Pasar. 

g. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pasar. 

h. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pasar. 

i. Pengkordinasian dan singkronisasi tugas, dan kegiatan Unit-Unit pada UPTD 

Pasar. 

                                                           
16

   Data Sub bagian Tata usaha , UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baru 

Kranggot, Cilegon, Banten. 
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j. Pengumpulan dan Pengolahan data laporan hasil kegiatan UPTD Pasar. 

k. Penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja UPTD Pasar. 

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub bagian Tata Usaha UPTD Pasar.
17

 

Koordinator Unit 

Tenaga fungsional / non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala 

UPTD Pasar. Berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pasar Baru Cilegon 

Diperindagkop Kota Cilegon Nomor : 814/SK-125/2011 tentang Pengangkatan 

Koordinator Unit pada Pasar Baru Cilegon  tugas dan pokok  Koordinator Unit terdiri 

dari ; 

1). Unit Pembinaan dan Pengembangan 

Dipimpin seorang Koordinator Unit yang mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala UPTD dalam melaksanakan teknis pembinaan dan pengembangan 

pasar serta menyelanggarakan fungsi; penyusunan rencana kerja, pelaksanaan 

inventarisasi sarana dan prasarana pasar, pelaksanaan teknis pengembangan 

pasar, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinir 

pemungutan retribusi pelayanan pasar. 

2). Unit Penataan dan Pemeliharaan 

Dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan teknis penataan dan 

pemeliharaan pasar serta menyelanggarakan fungsi; penyusunan rencana 
                                                           

17
 Data Sub bagian Tata usaha , UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baru Kranggot 

, Cilegon, Banten. 
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kerja, pelaksanaan teknis penataan pasar, pelaksanaan teknis penataan 

pedagang kaki lima pasar, pelaksanaan teknis kebersihan pasar, pelaksanaan 

teknis pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan. 

3). Unit Ketentraman dan Ketertiban 

Dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan teknis ketentraman dan 

ketertiban pasar serta menyelanggarakan fungsi; penyusunan rencana kerja, 

pelaksanaan teknis ketentraman pasar, pelaksanaan teknis ketertiban pasar, 

pelaksanaan teknis pengawasan dan pembinaan personil, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri yang diberi 

tugas atau wewenang, tanggung jawab hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksakan kegiatan sesuai profesinya. 

G. Visi dan Misi UPTD Pasar Baru Kranggot Kota Cilegon 

           Sebagai pelayanan publik dan memberikan informasi kebutuhan bahan pokok 

(info sembako) yang menjadi salah satu tolak ukur penilaian perekonomian juga 

melaksanakan sebagai Misi dari Diperindagkop Kota Cilegon, dan dijadikan Visi 

UPTD Pasar Baru Kranggot Cilegon, yaitu:“menjadikan Pasar tertib, Bersih, Aman, 

Nyaman dan mengembangkan Pasar Tradisional Yang Bersifat Moderen “, Misi 



31 
 

adalah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai titik tolak bagi 

perumusan strategi oerganisasi, selain itu pula berfungsi sebagai pedoman dalam 

menentukan skala prioritas kebijakan organisasi, penyusunan program dan penentuan 

alokasi sumberdaya. 

Misi UPTD Pasar Baru Kanggot Cilegon adalah Terselenggaranya dan Pengelolaan 

Pasar Yang Berkualitas dengan upaya-upaya sebagai berikut :
18

 

a. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon. 

b. Membantu Mengembangkan Potensi Usaha Kecil danMenengah ;  

c. Memelihara suasana lingfkungan Bersih, Sehat, Ramah lingkungan dan Indah  

d. Menjadikan pasar yang terbaik di Provinsi Banten. 

H. Kondisi Sosiografis Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten 

        Kondisi sosiografis Pasar Baru Kranggot Cilegon ini pada dasarnya adalah sama 

dengan pasar-pasar di daerah lainnya, hanya mungkin yang membedakannya adalah 

teknis masing-masing dalam penerapan kesosialannya terhadap pengurus dengan para 

pedagang dan antar pedagang dengan pembeli atau konsumen. Dari jumlah pedagang 

tersebut diatas baik mereka sebagai pedagang pakaian, ikan basah, daging, sayur 

mayur, buah-buahan, sembako, atau kelontongan (piring, gelas, dan lain-lain), bila 

tidak mampu biasanya pihak pemerintah dalam hal ini adalah pengelola pasar 

biasanya akan memberikan bantuan alakadarnya, baik bantuan yang bersifat bantuan 

                                                           
18

 Data Sub bagian Tata usaha , UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baru Kranggot 

, Cilegon, Banten. 
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membebaskan pembayaran pungutan pada saat berdagang seperti kaki lima atau bisa 

jadi bantuan lainnya, dan hal ini biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun.           

Santunan yang sifatnya alakadarnya ini biasanya tidak berlaku bagi mereka yang 

menempati kios karna rata-rata mereka termasuk orang yang mampu, oleh karna itu 

mereka yang mendapatkan santunan hanya para pedagang kaki lima. Apabila ada 

kegiatan tahunan maka pihak unit pasar dan para pedagang akan mengadakannya 

bersama-sama terutama para pedagang yang menempati kios-kios akan ikut ditarik 

iuran. Adapun kegitan sosial lainnya biasanya hanya dilakukan pada saat-saat hari 

besar, seperti memperingati hari kemerdekaan, atau kegiatan pada hari besar Islam, 

adapun yang lainnya biasanya tidak ada ketentuan, karna para pedagang sibuk dengan 

kegiatanya masing-masing dalam jual beli, oleh karna itu kegiatan sosial yang ada di 

wilayah pasar tidak ada program, akan tetapi hanya sekedarnya saja.
19
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  Data Sub bagian Tata usaha , UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baru Kranggot 

, Cilegon, Banten. 
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I. Denah Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten 
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BAB III 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 

2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG 

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 

A. Latar belakang lahirnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  

Landasan Hukum Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah UU 

(Undang-Undang) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU (Undang-Undang)  

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian keluar Perpres (Peraturan 

Presiden) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting," di dalam UU (Undang-Undang) Pangan dan 

UU (Undang-Undang) Perdagangan belum ada definisi penimbunan secara spesifik. 

Namun hal tersebut sudah terjawab dalam Perpres No.71 Tahun 2015, untuk 

melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (3) dan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Presiden 

tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.  

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 

tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini 

yakni karena banyaknya kasus-kasus penimbunan bahan pangan akhir-akhir ini, yang 
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menyebabkan sejumlah komoditas mengalami kelangkaan serta lonjakan harga yang 

cukup tinggi. Polisi berhasil menemukan lokasi penimbunan daging sapi yang cukup  

besar. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya, seberapa efektifkah Perpres 

(Peraturan Presiden)  itu menjerat atau paling tidak dapat mencegah praktik-praktik 

penimbunan yang dilakukan oleh oknum nakal. Presiden Joko Widodo mengeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan 

Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditandatangani tanggal 15 juni 

2015. Dikeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) tersebut untuk menjamin 

ketersediaan dan  stabilisasi harga barang yang beredar di pasar. Pemerintah berharap 

masalah kelangkaan dan gejolak harga barang bisa diatasi dengan segera. Aturan ini 

guna melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. “Pemerintah Pusat menentukan jenis 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,” bunyi Pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut 

melansir laman Sekretariat Kabinet (Setkab). 

B. Tujuan Terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 

Tujuan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagai upaya 

pemerintah dalam mengatasi kisruh pangan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa 

bulan terakhir, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Larangan 

Melakukan Penimbunan atau Penyimpanan Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok.  

Dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 71 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) 

disebutkan adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang 
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penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau ketika terjadi 

hambatan lalu lintas perdagangan barang. Melalui Perpres (Peraturan Presiden) ini, 

dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, 

pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan 

pokok dan barang penting. Misalnya jika terjadi gangguan pasokan atau harganya 

berada di atau atau di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Perpres 

(Peraturan Presiden) ini juga memberi kewenangan pemerintah untuk membuat 

kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari 

besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat 

operasi pasar, dan penetapan harga subsidi. Untuk mengantisipasi permasalahan 

tersebut diperlukan peraturan tentang tindakan pengamanan dalam upaya melindungi 

industri dalam negeri. Tindakan tersebut merupakan salah satu instrumen kebijakan 

perdagangan . 
20

 

Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 

sebagaimana dimaksud Menteri Perdagangan, menetapkan harga acuan dan harga 

pembelian pemerintah pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok 

dan barang penting (pasal 4). Untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (3) dan 

pasal 29 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu 

menetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan 

Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

                                                           
20

 Sood, Muhammad. Pengantar Hukum Perdagangan Internasional.(Mataram: Mataram 

University Press, 2005), h. 7 
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C. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015  

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan 

Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasal 2 : 

(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting. 

(2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi 

pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi. 

(3) Penetapan Barang Kebutuhan pokok selain dilakukan berdasarkan 

sebagaimana di maksud pada ayat (2) , juga memperhatikan ketentuan : 

a. Memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi atau 

b. Memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia  

(4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis 

dalam pembangunan nasional.  

(5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan : 

a. Mendukung program Pemerintah dan /atau 

b. Disparitas harga antar daerah tinggi. 

(6) Pemerintah Pusat menetapan jenis Kebutuhan Pokok dan Barang penting 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Jenis barang kebutuhan pokok tertdiri dari : 

1. Barang Kebutuhan pokok hasil pertanian : 
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a) Beras 

b) Kedelai bahan baku tahu dan tempe 

c) Cabe 

d) Bawang merah 

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri : 

a) Gula  

b) Minyak goreng 

c) Tepung terigu 

3. Barang Kebutuhan Pokok hasil perternakan dan perikanan ; 

a) Daging sapi 

b) Daging ayam ras 

c) Telur ayam ras 

d) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol atau tuna atau 

cakalang. 

b. Jenis Barang Penting terdiri dari 

a) Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai  

b) Pupuk  

c) Gas elpiji 3 (tiga) kilogram 

d) Triplek  

e) Besi baja konstruksi 

f) Baja ringan  
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(7) Jenis Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Meteri setelah 

berkoordinasi dengan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah 

nonkementerian terkait. 

Dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan dan 

Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  pasal 5 ayat (5) 

Penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting. Adapun pengelolaan stok dan logistik dilakukan dengan cara: 

a. Mengoptimalkan perdagangan antarpulau 

b. Melakukan pemantauan dan pengawasan ketersediaan stok di gudang dan 

pelabuhan 

c. Menyediakan dan mengoptimalkan sarana distribusi 

d. Melakukan koordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian terkait dalam penyediaan moda transportasi 

e. Melakukan koordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian terkait dengan penyediaan stok dan cadangan Barang Kebutuhan 

Pokok tertentu yang dikuasai pemerintah. 

Sedangkan pengelolaan ekspor dan impor, menurut Perpres ini, dilakukan dengan 

cara: 
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a. Memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan 

tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan. 

b. Memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri 

yang mengakibatkan gejolak harga.  

Pada Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan dan 

Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  pasal 8 ayat (1). “Untuk 

menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian 

ekspor dan impor sebagaimana dimaksud, Menteri Perdagangan dapat membentuk 

tim ketersedian dan stabilisasi harga “. Pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah 

menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga 

tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga 

menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan 

pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu 

wilayah dimana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia 

inginkan.
21

 Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari perwakilan kementerian dan 

lembaga, para ahli, perwakilan dari produsen, pelaku usaha dan konsumen dan unsur 

terkait lainnya. “Tim ketersediaan dan stabilisasi harga memberikan masukan atau 

pertimbangan kepada Menteri Perdagangan dalam menetapkan kebijakan harga, 

pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor “.  

                                                           
21 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam.(Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 

256. 
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 Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Presiden 

berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga barang yang selama ini terjadi bisa 

diatasi dengan sesegera mungkin. salah satu butir Perpres (Peraturan Presiden) itu 

menyebutkan adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang 

penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau ketika terjadi 

hambatan lalu lintas perdagangan barang. Melalui Perpres (Peraturan Presiden) 

tersebut, dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan 

nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang 

kebutuhan pokok dan barang penting. Misalnya jika terjadi gangguan pasokan atau 

harganya berada di atas atau di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah. 

Perpres (Peraturan Presiden) ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah 

untuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat, 

dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran 

tertinggi pada saat operasi pasar, serta penetapan harga subsidi. Menanggapi 

peraturan itu, pelaku usaha bidang pangan dan barang kebutuhan pokok mengatakan, 

stok yang cukup merupakan kunci stabilisasi harga pangan. Intervensi harga saat 

terjadi gejolak bisa dilakukan secara efektif. Pemerintah harus mempunyai cadangan 

stok yang kuat sebagai modal mengintervensi pasar saat melakukan operasi pasar. 

Jaminan pasokan Perpres (Peraturan Presiden) ini juga menegaskan, dalam kondisi 

tertentu dimana kondisi terjadinya gangguan pasokan atau kondisi harga barang 

tertentu berada diatas atau dibawah harga acuan, yang dapat mengganggu kegiatan 

perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi 
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harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dalam melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud, Menteri Perdagangan, menetapkan kebijakan harga, 

pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor.
22

 

Pada pasal 5 ayat (4) Penetapan kebijakan harga sebagaimana dimaksud, 

berupa: 

a. Penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keamaaan 

Nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga 

b. Penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian 

atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok 

Produksi bawang merah dan cabai musiman. Permintaan bawang merah dan 

cabai relatif konstan setiap bulan. Namun, di sisi lain, produksi pada bulan-bulan 

tertentu surplus atau sebaliknya defisit. Saat produksi melimpah, harga jatuh; begitu 

sebaliknya. Agar harga tidak jatuh, pemerintah harus memperbaiki manajemen 

logistik, termasuk mempunyai stok cabai dan bawang. Karena cabai dan bawang 

mudah rusak, diperlukan infrastruktur seperti ruang berpendingin skala besar. Stok 

barang pemerintah ini bisa sewaktu-waktu dikeluarkan, terlebih saat produksi kurang. 

Mekanismenya bisa melalui operasi pasar. Peraturan Presiden tidak cukup untuk 

modal stabilisasi harga cabai dan bawang merah. Di atas semua itu, pemerintah harus 

membuat perencanaan pola tanam yang seimbang, perbaikan infrastruktur baik di 

                                                           
22 ews.kemendag.go.id/download.aspx?file=Perpres++Nomor+71+Tahun+2015.pdf... 
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budidaya maupun pascapanen, serta pembangunan ruang berpendingin agar bisa 

menyimpan cabai dan bawang merah selama enam bulan untuk stok. 

Selain itu Perpres (Peraturan Presiden) ini juga menegaskan, dalam hal terjadi 

kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilarang disimpang di Gudang dalam 

jumlah dan waktu tertentu, kecuali Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting itu 

digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau 

sebagai perserdiaan Barang untuk didistribusikan. Perpres (Peraturan Presiden) 

Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting  pasal 15, bahwa setiap pelaku usaha wajib menyesuaian 

pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan ketentuan 

dalam Perpres (Peraturan Presiden) ini dalamjangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan.“ Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” 
23

 

D. Intervensi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Stabilisasi Harga Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting  

Pada Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 2015 Tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting :  

                                                           
23  ews.kemendag.go.id/download.aspx?file=Perpres++Nomor+71+Tahun+2015.pdf... 
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1. Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah mengendalikan Ketersedian 

Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting diseluruh Negara Republik 

Kesatuan Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga 

terjangkau. 

2. Untuk mengendalikan ketersedian dan kestabilan harga Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara 

sendiri atau bersama-sama, bertugas : 
24

 

a. Meningkatkan dan melindungi produksi 

b. Mengembangkan sarana Produksi  

c. Membina Pelaku Usaha 

d. Mengembangakan sarana perdagangan 

e. Mengoptimalkan perdagangan antar pulau 

f. Melakukan pemantauan dan pengawasan harga 

g. Mengembangkan informasi komoditi secara nasional 

h. Mengelola stok dan logistik  

i. Meningkatkan kelancaran arus distribusi  

j. Mengelola impor dan ekspor, dan 

k. Menyediakan subsidi ongkos angkut didaerah terpencil,terluar, dan 

perbatasan. 

                                                           
24 ews.kemendag.go.id/download.aspx?file=Perpres++Nomor+71+Tahun+2015.pdf... 
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3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi ongkos angkut 

sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan.  

  Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, 

diantaranya untuk menetapkan harga sebagian ulama yang lain membenarkan negara 

untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada 

adanya khabar yang diriwayatkan oleh Anas yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi 

sebagaimana berikut: “Orang-orang mengatakan, Wahai Rasulullah, harga mulai 

melonjak. Patoklah harga untuk kami! Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah 

yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh 

berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang 

menuntut kepadaku dengan suatu kedzalimanpun dalam masalah darah dan harta.
25

 

Melalui Perpres (Peraturan Presiden) ini, dalam kondisi tertentu yang dapat 

mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat dan daerah wajib 

menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. 

Misalnya jika terjadi gangguan pasokan atau harganya berada di atau atau di bawah 

harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Perpres (Peraturan Presiden) ini juga 

memberi kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan harga dengan 

menetapkan harga khusus menjelang atau saat dan setelah hari besar keagamaan atau 

                                                           
25

  Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam.(Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 

256  
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saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar, dan 

penetapan harga subsidi. Berdasarkan beberapa kelemahan dan kekurangan 

mekanisme pasar, dapat disimpulkan bahwa campur tangan pemerintah mempunyai 

beberapa tujuan penting, seperti ;
26

 

a. Mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat 

dihindari atau dikurangi. 

b. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat 

memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. 

c. Mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang 

memiliki pengaruh terhadap pasar. 

d. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan 

penindasan dan ketidaksertaraan di dalam masyarakat. 

e. Memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. 

Campur tangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kegiatan perekonomian dapat 

dibedakan kedalam 3 (tiga) bentuk ;
27

 

a. Membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-undang yang bertujuan 

agar kelemahan sistem pasar bebas dihindari dan operasi ekonomi dan 

persaingan menjadi semakin efisien. 
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b. Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi. Bidang-bidang 

dimana pemerintah terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi adalah: 

1. Menghasilkan barang publik 

2. Menghasilkan barang merit yang baik 

3. Menjalankan sendiri perusahaan-perusahaan yang memiliki efek terhadap 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

c. Melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal – membuat 

perubahan dalam pajak dan pembelanjaan pemerintah; dan kebijakan moneter 

– mengatur pertambahan penawaran uang dan mempengaruhi penentuan suku 

bunga dalam perekonomian. Campur tangan melalui kedua kebijakan ini 

adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, mempercepat laju 

pertumbuhan, meningkatkan kemakmuran dan pendapatan masyarakat yang 

setara. 

Dalam pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 2015 

Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting:  

A. Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas 

perdagangan barang. Barang Kebutuhan Pokok atau Barang penting dilarang 

disimpan digudang dalam jumlah dan waktu tertentu. 

B.      Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diatas batas 

kewajaran yang melebihi stok atau persedian barang berjalan, untuk memenuhi 
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pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata 

penjualan perbulan dalam kondisi normal. 

C. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok atau 

Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai 

bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan 

barang untuk didistribusikan.  

Apabila telah terjadi penimbunan, maka Pemerintah berhak memaksa para 

pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. 

Bahkan menurut para ulama barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan 

harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan 

sebagai hukuman kepada mereka, sekirannya para pedagang itu enggan menjual 

barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum (hakim) dapat menyita 

barang itu dan membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya. Pihak 

Pemerintah Pusat dan Daerah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi 

agar tidak terjadi penimbunan dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa sangat 

diperlukan mansyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan dan merugikan para 

pedagang harus dipadukan dan tidak menguntungkan sepihak antara masyarakat dan 

para pedagang. Menimbun yang diharamkan oleh Islam ialah, menumpuk kebutuhan-

kebutuhan pokok manusia, dan tidak menjualnya sambil menunggu sampai harga 

barang di pasaran menjadi naik. Dengan disekapnya kebutuhan-kebutuhan pokok itu, 

maka barang-barang tersebut hilang diperedaran, padahal rakyat sangat 
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membutuhkannya. Setelah situasi sudah ketaraf ini, maka para penimbun dan akan 

menjual barang-barangnya dengan harga tinggi. Tentu saja, akibat ulah mereka, maka 

beban yang harus dipikul oleh rakyat makin bertambah. Oleh karena itu, islam 

mengharamkan perbuatan ini, dan perdagangan semacam ini tidak dihalalkan 

menurut pandangan Islam.
28

  Pada Peraturan Presiden  Nomor  71 Tahun 2015 

Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting , 

Pasal 8. Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelola stok dan logistik, serta 

pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), 

menteri dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga. 

(1) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari  

a. Perwakilan kementerian dan lembaga  

b. Para ahli 

c. Perwakilan dari produsen, Pelaku Usaha, dan Konsumen 

d.  Unsur terkait lainya. 

(2) Tim ketersedian dan stabilisasi harga sebagimana dimaksud pada ayat (1) 

memberikan masukan atau pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan 

kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan 

impor. Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, 

stabilisasi harga, dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 
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Pemerintah tidak dibenarkan mengekspor bahan kebutuhan warganya sampai 

tidak ada lagi yang dapat berkaitan dengan dikomsumsi masyarakat, sehingga 

menimbulkan kemudharatan, pengeksporan barang-barang yang diperlukan 

masyarakat pada dasarnya sama dengan menimbum barang dari segi akibat yang 

dirasakan oleh masyarakat. Apabila barang-barang itu dikirim keluar negeri seperti 

halnya minyak tanah, padahal masyarakat betul-betul membutuhkanya. Ada satu hal 

lagi yang dapat mengganggu perekonomian yang sama halnya penimbunan barang, 

yaitu hak monopoli suatu komoditas, seperti cengkeh, kopi, dan sebagainya. Para 

pemegang monopoli itu bisa saja menentukan harga suatu barang menurut sesuka hati 

mereka, sehingga ada pihak yang merugikan. Mereka bisa saja menaikan harga pasar 

dan menurunkan kembali segala tindakan mereka hanya mementingkan kepentingan 

pribadi, bukan kepentingan orang banyak. Dengan demikian roda perekonomian 

dikendalikan segelintir orang, tanpa memperhitungkan kemudharatan orang lain. 

Kegagalan pasar, seringkali menuntut campur tangan (intervensi) Pemerintah. Namun 

yang harus diperhatikan adalah tidak semua campur tangan Pemerintah memberikan 

hasil yang baik, walaupun tujuannya baik. Banyak faktor yang menyebabkanya.  

Tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut :  

1) Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat terwujud dan eksploitasi 

dapat dihindarkan, 

2) Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang 

teratur dan stabil, 
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3) Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar 

yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan pratik-pratik 

monopoli yang merugikan, 

4) Menyediakan barang publik (publik goods) untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, 

5) Mengawasi agar ekstranalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat 

dapat dihindari atau dikurangi.
29
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN 

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting 

Dalam hal kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas 

perdagangan barang-barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting dilarang disimpan 

digudang dalam jumlah dan waktu tertentu (penimbunan). Jumlah tertentu 

sebagimana yang dimaksud yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok 

atau persedian barang berjalan, untuk memenuhi pasar dan waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. 

Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagimana bahan baku 

atau  bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk 

didistribusikan.
30

 Penimbunan dalam bahasa arab disebut ikhtikar artinya zhalim 

(aniaya) dan merusak pergaulan, yakni upaya penimbunan barang dagangan untuk 

melonjak harga.
31

 Penimbunan ialah membeli sesuatu dan menyimpanannya agar 
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barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian 

manusia akan terkena kesulitan. Penimbun macam ini dilarang dan di cegah karena ia 

merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia.  Hal 

ini semua bisa terjadi, karena seorang pedagang bisa mengambil keuntungan dengan 

dua macam jalan : 

1. Dengan jalan menimbun barang untuk di jual dengan harga yang lebih tinggi, 

disaat orang-orang sedang mencari dan tidak mendapatkannya, kemudian 

datanglah orang- orang yang sangat membutuhkan dan dia sanggup membayar 

beberapa saja yang diminta, kendati sangat tinggi dan melewati batas. 

2. Dengan jalan memperdagangkan suatu barang, kemudian dijualnya dengan 

keuntungannya yang sedikit. Kemudian ia membawa dengan lain dalam waktu 

dekat dan dia memperoleh keuntungannya pula. Kemudian dia berdagang lainnya 

pula dan mempeoleh untung lagi. Begitulah seterusnya.
32

 

Mencari keuntungan dengan jalan kedua ini lebih dapat membawa 

kemaslahatan dan lebih banyak mendapatkan serta si pemilik sendiri, Insya Allah 

akan memperoleh rizki, sebagaimana spirit yang diberiakan oleh Nabi SAW. Dari 

nash-nash tersebut para ulama berijtihad (menetapkan suatu hukum) bahwa 

diharamkannya menimbun adalah ada dua syarat :  
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1. Dilakukaannya suatu negara dimana penduduk negara itu akan menderita sebab 

adanya penimbunan. 

2. Dengan makasud menaikan harga sehingga orang-orang merasa payah, supaya dia 

memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
33

  

Ikhtikar secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang 

pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikan harganya serta 

menunggu melonjaknya harga dipasaran. Tentang pengertian penimbunan terdapat 

perbedaan pendapat: 

a. menurut madzhab Hanafi, penimbunan berati membeli makanan dan 

sebagiannya menyimpan selama empat puluh hari untuk  menunggu kenaikan 

harga barang tersebut.  

b. Menurut madzhab Syafe’i, penimbunan berati membeli bahan-bahan makanan 

pokok pada saat harganya mahal dan menjualnya kembali disaat harganya 

lebih mahal lagi.  

c. madzhab Maliki mendefinisikan dengan : “penyimpanan barang oleh 

produsen baik makanan, pakaian, dan segala barang yng merusak pasar”
34

 

d. madzhab Hambali, penimbunan berati penyimpanan suatu barang untuk 

menunggu mahalnya harga barang tersebut.
35

  

                                                           
33

  Imam Ghazali,... h. 228 
34

  Ali Hasan,  Berbagai Transaksi Dalam Islam, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,  2003), 

Cet Ke-1, h. 151 
35

 Muhammad,  Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Akademi Management Perusahaan, YPKN, 

2004), h. 243   



55 
 

e. Imam Muhammad Bin Ali As-Syaukani (ahli fiqih madzhab zaidiyah) 

mendefinisikan dengan : “penimbunan atau penahannan barang dagangan dari 

peredarannya” 

Dari definisi tersebut, penulis menyimpulkan penimbunan mempunyai 

pengertian yang sama, yaitu ada upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada 

saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik. adapun jenis komoditas atau 

barang yang ditimbun adalah barang kebutuhan pokok dan barang penting atau 

cenderung kepada semua jenis barang yang dibutuhkan masyarakat , misalnya : beras, 

minyak tanah, minyak sayur, gas, semen, dan lain sebagainya. Sesuatu yang 

menimbulkan ikhtikar (penimbunan) itu dilarang , adanya kesulitan yang dihadapai 

oleh prdusen sebagai pengguna barang, padahal agama sangat menganjurkan untuk 

memberikan kemudahan baginomemenuhi kebrang lain dalamutuhan hidup.Ikhtikar 

(penimbunan) dalam Al-Quran disebutkan dengan yaknizun kata yaknizun yang 

terambil dari kanaza disebut dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk , sebanyak  

delapan kali. Pada bentuk kanaztum dan taknizun, berati harta yang kamu simpan, 

yaknizun berati menimbun harta. Pada bentuk kanzun disebut dalam Al-Quran tiga 

kali dalam pengertian perbendaharaan, kekayaan harta simpanan. Dan pada bentun 

kanzun digunakan dalam konteks Qorun yang dianugrahi perbendaharaan harta yang 

melimpah tetapi berlaku aniaya.
36
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 Menurut sayyid sabiq mengatakan bahwa penimbunan adalah membeli 

sesuatu dan menyimpanya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga 

harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan.
37

 Menurut sistem 

ekonomi Islam: kemakmuran dicapai bukan melalui sifat kikir dan mementingkan diri 

sendiri atau menimbun kekayaan semata-mata, tetapi melalui tindakan yang bersifat 

dermawan karena Allah SWT, maka itu hukum dagang Islam melarang 

mengumpulkan kekayaan semata-mata, penimbunan barang dagangan untuk 

mendapatkan laba yang berlipat ganda, monopoli dan lain-lain.
38

 Dengan perkataan 

lain Islam tidak mengizinkan orang berlaku kikir menurut kemauan sendiri dan juga 

tidak memperbolehkan orang untuk membelanjakan hartanya sekehendak hati sendiri. 

Al-Quran dalam menjamin stabilisasi ekonomi masyarakat senantiasa memperhatikan 

sikap serta perilaku para pelaku bisnis dalam menjalankan aktifitasnya. Al-Quran pun 

secara tegas menyatakan agar umat Islam tidak melakukan penimbunan harta dan 

aktifitas ekonomi lainya dan Al-Quran menganjurkan kepada umat Islam agar 

menggunakan harta benda secara bijaksana, sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat At-Taubah 34 :  
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يَٰأَيُهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَ كَثِيرا مِنَ ٱلَأحبَارِ وَٱلرُهبَانِ لَيَأكُلُونَ أَموَٰلَ ٱلنَاسِ بِٱلبَطِٰلِ 

 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَهِ وَٱلَذِينَ يَكنِزُونَ ٱلذَهَبَ وَٱلفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَهِ

 فَبَشِّرهُم بِعَذَابٍ أَلِيم 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-

orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang 

dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan 

orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan 

Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa 

yang pedih.
39

 

Menurut prinsip hukum Islam barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah 

SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek 

perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya 

maka haram pula untuk memperdagangkannya namun terdapat ketentuan hukum 

Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya  halal menurut ketentuan hukum Islam, 

akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan 

dengan syara’ maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan 

barang yang dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang 

banyak.dasar hukum ulam fikih yang tidak membolehkan ikhtikar adalah kandungan 

nilai-nilai universal Alqur’an yang menyatakan bahwa setiap yang aniaya termasuk di 

dalamnya ikhtikar di haramkannya oleh agama Islam 
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Unsur-unsur Penimbunan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting , 

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan terkecuali ada unsur-unsur 

kedzaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. 

Misalnya memperdagangan arak, babi, berhala, patung, dan sebaginya yang sudah 

jelas diharamkan oleh Islam, baik memakannya, mengerjakanya, atau 

memenfaatkanya. Semua perkerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah dosa. 

Orang yang memperdagangkan barang-barang haram ini tidak dapat diselamatkan. 

Meskipun dengan kebenaran dan kejujurannya. Sebab pokok utama perdagangan itu 

sendiri sudah mengakar, ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan alasan 

apapun.
40

 Dan pada dasarnya penimbunan barang tidak akan terjadi tanpa adanya 

unsur-unsur tersebut. Para ahli fikih berpendapat bahwa yang termasuk unsur-un sur 

tersebut. Para berpendapat bahwa yang termasuk dalam unsur-unsur penimbunan 

barang adalah:  

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut 

tanggungan untuk npersediaan setahun penuh. Karena seorang boleh menimbun 

persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama (satu 

tahun). 

2. Bahwa orang tersebut menunggu saat memuncaknya harga barang agar ia dapat 

menjualnya dengan harga tinggi. Karena orang yang sangat membutuhkan 

barang tersebut kepadanya.  
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3. Bahwa penimbun dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan 

barang yang ia timbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang- 

barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu 

tidak dianggap sebagai penimbunan, karena karena tidak mengakibatkan 

kesulitan pada manusia.
41

 

Dari tiga pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa strategi barang yang boleh 

ditimbun dan tidak boleh ditimbun adalah sebagai berikut : 

a) Apabila barang yang ditimbun yakni kelebihan, berikut tanggungan setahun 

penuh, keadaan yang seperti ini dibolehkan menimbun selama satu tahun untuk 

dirinya dan keluarganya. 

b) Apabila orang tersebut menunggu memuncaknya harga barang agar tejual dengan 

harga yang tinggi, keadaan yang seprti ini yang tidak dibolehkan menimbun 

karna akan mempersulit konsumen untuk membeli barang tersebut. 

c) Apabila barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan 

lamasyarakat keadaan seperti ini tidak dianggap sebagai penimbun. 

Adapun barang yang dikoordinasikan oleh pemerintah atau individu dengan 

maksud untuk persiapan menghadapi musim paceklik, dan nantinya akan dijual 

dengan harga yang wajar atau dibagikan dengan secara cuma-cuma, tentu saja 

diperbolehkan. Islam tidak membolehkan pembentukan dan penguasaan monopoli 

yang bersifat pribadi, yang ada kemungkinan merugikan bagi masyarakat. Rasullullah 
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SAW melarang pemilik atau pengontrol secara pribadi terhadap barang-barang yang 

digunakan masyarakat. Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan yang 

menimpa negara Indonesia, khususnya umat Islam, banyak sekali orang-orang yang 

ingin memperoleh keuntungan dengan jalan yang tidak halal, yaitu tidak sesuai 

dengan peraturan-peraturan dalam Islam. Misalnya saja, masalah penimbunan barang 

pokok telah banyak sekali terjadi karena ingin mempeoleh keuntungan yang lebih 

untuk pribadinya sendiri. Sedangkan orang-orang yang berada di kalangan bawah 

menjadi rugi  karenanya. Oleh karena itu, banyak sekali pengusaha yang mengeruk 

keutnungannya dengan cara ihtikar (penimbunan) khususnya makanan pokok, jenis 

sekali ini sangat menguntungkan mereka karena dengan menimbun barang poko 

tersebut. Mereka memaksa masyarakat untuk membeli dengan harga 2 kali lipat, 

karena barang yang ada di pasaran sudah habis dan para konsumen mau tidak mau 

harus membelinya dari mereka. Oleh karenanya, ihtikar sangat dilarang oleh agama 

Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. 

Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang sebab akan dapat menimbulkan 

kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan 

dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara. Menurut 

prinsip Hukum Islam, barang apa yang dihalalkan Allah SWT untuk memilikinya 

maka halal pula yang menjadi obyek penukaran atau perdagangan, demikian pula 

halnya segala bentuk barang-barang yang diharamkan untuk memilikinya. Maka 

haram pula memperdagangkannya, di samping itu terdapat pula ketentuan hukum 

Islam, bahwa barang itu pada dasarnya adalah halal akan tetapi karena sikap serta 
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perbuatan para pelaku, maka usahanya itu menjadi haram yaitu penimbunan barang 

dagangan, sebab penimbunan yang dilakukan itu bertujuan untuk mencari keuntungan 

yang lebih banyak, terutama pada saat harga itu naik, perbuatan penimbunan barang 

yang demikian dilarang oleh syariat. Menurut pandangan Islam yang diperlukan 

adalah suatu bentuk penggunaan dan pendistribusian tertentu secara benar serata 

dibentuknya suatu sistem kerja yang produktif. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi 

dengan sikap dan niat yang baik guna mencapai bentuk penggunaan dan 

pendistribusian tersebut. Dengan demikian model dan pola yang di kehendaki adalah 

sistem oprasional pasar yang normal. 
42

  

Berdasarkan pada ayat-ayat al Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw, para ulama 

fiqh sepakat menyatakan bahwa ihtikar tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang 

(haram). Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa melakukan ihtikar itu hukumnya 

haram, meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukumnya, 

sesuai dengan sistem pemahaman hukum. Pertama : ulama Syafi’iyyah, Hanabillah, 

Malikiyah, Zaidiyah dan Zahiriyyah. Menurut mereka, melakukanihtikar hukumnya 

haram. Alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis-hadis yang telah 

disebutkan. Menurut Malikiyyah, ihtikar hukumnya haram dan harus dapat dicegah 

oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang 

besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. 

Dalam masalah ihtikar yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak 

                                                           
42

 Muhammad Yunus Ghazali, Etika Ekonomi Islam: Telaah Teoritis Tentang Pemerataan 

Pendapat , (Serang: Saudara, 2001), h. 1  



62 
 

konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang yang 

melakukan ihtikar hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan 

dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan 

didahulukan. 

Mazhab Syafiiyah berpendapat, bahwa hadis yang menyatakan ihtikar merupakan 

suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam. Sebab orang yang 

melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran 

terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman 

dalam hadis itu adalah jadi penghuni  neraka. 

Ulama Hanabilah mengatakan, ihtikar merupakan perbuatan yang diharamkan 

oleh syariat, karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat. 

Pengharaman terhadap perbuatan ihtikar apabila terdapat tiga unsur, yaitu : 

1. Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu. 

2. Barang yang dibeli merupakan bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat. 

3. Adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang 

dibutuhkan.  

Kedua: Ulama Hanafiyah menyatakan, perbuatan ihtikar hukumnya makruh 

tahrim (istilah hukum haram dari kalangan fiqh hanafi yang didasarkan kepada 

dalil zanni). Dalam persoalan ihtikar, menurut mereka larangan secara tegas hanya 

muncul dari hadis ahad. Sedangkan kehujjahan hadis ahad adalah zanni. Disamping 
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itu sesuai dengan kaidah yang sifatnya qath’i seseorang bebas membeli dan menual 

barang dagangannya tanpa campur tangan orang lain. Menjual barang atau tidak 

adalah masalah pribadi seseorang. Ulama Hanafiyah tidak secara tegas menyatakan 

haram dalam menetapkan hukum ihtikar, karena menurut mereka dalam masalah ini 

terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu : (a) berdasarkan hak milik yang dimiliki 

pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka. (b) 

adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun. Larangan 

disini tidak langsung tertuju kepada perbuatan ihtikar melainkan larangan itu muncul 

disebabkan mudharat yang ditimbulkan tindakan itu. Sayyid Sabiq dalam fiqih 

sunnah menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan ihtikar dengan tiga 

syarat: 

1. Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaannya sampai batas membuat 

penduduk negeri itu kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun, karena realita 

penimbunan tidak akan terjadi kecuali di dalam kondisi ini. Seandainya belum sampai 

menyulitkan penduduk negeri untuk membeli barang maka tidak akan terjadi 

penghimpunan  barang dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual 

dengan harga tinggi. 

2.  Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut 

tanggungan untuk persediaan setahun penuh. 
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3.  Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia 

dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan 

barang tersebut. 

Syarat yang dikemukakan Sayid Sabiq tersebut menjelaskan bahwa ihtikar 

tidak hanya terfokus pada barang yang dibeli. Namun semata menghimpun sembari 

menunggu harganya melambung sehingga bisa menjualnya dengan harga yang tinggi 

bisa dinilai sebagai penimbunan, baik penghimpunan barang itu dengan cara 

membelinya atau mengumpulkannya dari tanah pertanian yang luas karena 

memonopoli kepemilikan areal produksi jenis tersebut atau kelangkaan pertaniannya; 

atau menghimpun dari pabrik karena memonopoli kepemilikan industri jenis itu atau 

karena kelangkaan industri. Semua itu merupakan penimbunan. Akad membeli 

barang untuk ditimbun merupakan akad yang secara formal adalah sah karena 

memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Itu seperti jual beli selama azan shalat 

jum’at, jual beli formalnya sah, tetapi haram karena adanya larangan tegas 

tentangnya. Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan 

persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap 

jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang 

memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu 

naiknya harga. Perilaku ini mempunyai pengaruh negative dalam fluktuasi 

kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan 
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pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu perbuatan yang melanggar hukum 

dari penjual. 

Menurut pendapat Yusuf al-Qardawi bahwa penimbunan barang diharamkan jika 

memiliki keriteria sebagai berikut: 

1. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya 

penimbunan tersebut. 

2.  Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan 

supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.
43

 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar, dengan perincian sebagai 

berikut : 

1.  Haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini berdasarkan 

sabda Nabi SAW : 

 مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa”. (HR. Muslim) 

Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga 

kriteria: 
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a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa 

satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari 

satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW. 

b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan 

kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya 

dengan harga mahal. 

c. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang 

dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetatpi 

tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. maka itu 

tidak termasuk menimbun. 

2. Makruh secara mutlak, dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW berkaitan dengan 

ihtikar adalah terbatas pada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan 

bagi umatnya. 

3. Haram, apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan 

dibolehkan, dengan alasan bahwa boleh ihtikar selaian bahan makanan. 

4. Haram ihtikar disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah, 

sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan ihtikar di dalamnya, hal ini 

lantaran Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya, sehingga 

apabila ada yang melakukan ihtikar salah satu barang kebutuhan manusia, maka 

perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan 
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barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang 

menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian 

manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya. 

5. Boleh ihtikar secara mutlak, Mereka menjadikan hadits-hadits Nabi SAW yang 

memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat 

tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali.  

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah 

hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat 

apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan mausia sedang kelaparan dan 

tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut 

menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada manusia supaya 

manusia tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan 

makanan (seperti pakaian musim dingin dan sebagainya) sehingga manusia kesulitan 

mendapatkannya, dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam. 

Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam 

mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat.  

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga di Pasar Baru kranggot 

Cilegon Banten 

Tujuan stabilisasi harga dalam dalam pasar yang konsumennya yang sangat 

sensitif terhadap harga, bila pedagang menurunkan harganya, maka para pesaing 
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harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari tujuan 

stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat 

terstandarisasi . Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk  

mempertahankan hubungan yang stabil antara harga sebuah pedagang dan harga 

acuan pemerintah. Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa 

merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari berbagai hal seperti deregulasi, 

persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan 

peluang bagi suatu usaha untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga sangat 

mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi 

pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen 

tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk produk yang kompleks 

yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila yang diinginkan 

oleh konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik, maka tentunya 

harga barang tersebut adalah mahal.  

Sebaliknya apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan 

kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut adalah 

tidak  terlalu mahal. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai 

konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang 

melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para 

pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan 

nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha 
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melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak 

diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa 

mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan. Reaksi 

penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang 

mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma 

atau hukum.  

Dalam perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang 

direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. 

Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.
44

 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan 

mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai 

oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak 

dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang 

ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang 

dikutip oleh Yusuf Qardhawi: penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang 

boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada 

yang adil, itulah yang dibolehkan. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika 

penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak 

mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan 

harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan 
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Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan 

dan wajib diterapkan.
45

 

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli 

membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua 

kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus 

menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib 

menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar 

pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta 

oleh Allah.Sedang menurut Ibnu Taimiyah Harga ditentukan oleh kekuatan 

permintaan dan penawaran.
46

 Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan 

harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk 

/jasa dari para pengusaha atau pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, 

maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar 

terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk 

penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim 

terhadap para konsumen. Jadi harga harga ditentukan oleh permintaan pasar dan 

penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu 

merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para 

pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para 
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pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang 

merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga. 

Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi 

kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan 

ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara 

dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, karena masih 

sederhananya kegiatan ekonomi yang ketika itu, selain itu disebabkan pula oleh daya 

kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan 

yang membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat dan 

sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua 

ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan 

ekonomi.
47

 Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung 

menampakkan komleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan 

ekonomi. Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang perlu keterlibatan 

(intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi  hak-hak rakyat 

atau masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk 

kepentingn manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam 

kegiatan ekonomi bertujuan: Menghilangkan kemiskinan. Menurut Ibnu Taimiyah, 
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menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Beliau tidak memuji 

adanya kemiskinan. Dalam pandangannnya, seseorang harus hidup sejahtera dan 

tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah 

kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk 

membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam 

kaitannya dengan daftar pengeluaran publik dari sebuah negara.  

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab 

Hambali mengatakan: “Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang 

untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang 

mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai”. Ibnu Qudamah mengutip 

hadits tersebut di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenalkan mengatur atau 

menetapkan harga. Pertama: Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, 

meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan 

melaksanakannya. Kedua: menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (kezaliman) 

yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, yang di dalamnya setiap orang 

memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia bersepakat dengan 

pemiliknya. Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan bahwa ini sangat nyata apabila 

adanya penetapan, dan regulasi serta pengawasan harta dari pihak pemerintahan akan 

mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang semakin melambung (mahal). 

Sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, 

mereka tak akan mau membawa barang dengannya ke suatu wilayah dimana ia 
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dipaksa menjual barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Dan para 

pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang 

dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang 

dagangan dengan tidak dipuaskan keinginannya, karena harganya melonjak 

mahal/tinggi. Harga akan meningkat dan kedua belah pihak menderita. Para penjual 

akan menderita karena dibatasi menjual barang dagangan mereka, dan para pembeli 

menderita karena keinginan mereka tak bisa dipenuhi dan dipuaskan. Inilah alasan 

mengapa Ibnu Qudamah melarang regulasi harga oleh pemerintah. 
48

  

Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan 

besarnya upah pekerja, demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai 

pengawasan harga dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya 

penduduk bebas menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka 

sukai. Melakukan penekanan atas masalah ini akan melahirkan ketidakadilan dan 

menimbulkan dampak negatif, di antaranya para pedagang akan menahan diri dari 

penjual barang pun atau menarik diri dari pasar yang ditekan untuk menjual dengan 

harga terendah, selanjutnya kualitas produk akan merosot yang akan berakibat 

munculnya pasar gelap. Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan 

timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar 

memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi 
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karena unsur kezaliman, akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. 

Usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan 

harga, dan negaralah yang berkompeten untuk melakukannya. Namun, penetapan 

harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. 

Harga ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak 

dan akibat buruk dari penetapan harga itu harus dihindari.
49

 Untuk mengendalikan 

ketersedian dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya. 

C. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 

Tentang Penetapan dan Penyimpanan Brang Kebutuhan Pokok dan Brang 

Penting di Pasar Baru Kranggot Cilegon  

Kehadiran kegiatan ekonomi disebabkan karena ada kebutuhan dan keinginan 

manusia, namun cara memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan 

didasari oleh filosofi yang berbeda, sehingga menimbulkan berbagai sistem dan 

praktek ekonomi. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh filsafat,agama, ideologi, 

dan kepentingan politik yang mendasari suatu negara menganut sistem tersebut. 

Untuk pemenuhan kebutuhan diperlukan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia mencapai tujuan dan sarana langka 

yang memiliki kegunaan alternatif. Ilmu ekonomi sebagai studi yang mempelajari 
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cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya. Kesejahteraan yang 

dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga, mencakup barang dan 

jasa yang diproduksi dan dijual oleh pelaku bisnis.
50

 

Distribusi merupakan salah satu kajian yang sangat penting meskipun dalam 

beberapa literatur ekonomi justru ditiadakan  pembahasannya secara khusus, berbeda 

dengan komsumsi dan produksi. Komsumsi dekat dengan teori permintaan, 

sedangkan produksi erat kaitanya dengan teori penawaran, sementara posisi distribusi 

sebagai mediasi antara produksi dan komsumsi, tetapi pembahasan ini sering tidak 

dijelaskan secara eksplisit dan tersendiri. Terkait dengan produksi dan komsumsi, 

Islam mempunyai pandangannya tersendiri, distribusi dalam ekonomi islam sebagai 

pengayaan dan pengembangan konsep dalam khazanah keilmuan ekonomi. 

Sementara ini banyak yang memandang bahwa konsep distribusi dalam Islam hanya 

terbatas konsep normatif yang tidak menyentuh realitas yang terjadi. 
51

 

Sesungguhnya Islam ingin mendirikan dibawah naungan nilai-nilai luhur 

suatu pasar yang manusiawi, dimana orang besar mengasihi orang kecil, orang yang 

kuat membimbing yang lemah, orang yang bodoh belajar dari yang pinter dan orang-

orang yang benar menegur orang yang nakal dan dzalim. Islam mewajibkan sikap 

sayang kepada mahluk, karena itu seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi 

terbesarnya dan tujuan usahanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-
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besarnya, demi memenuhi laci atau saldonya di bank, meskipun di atas jerih payah 

orang lain, khususnya orang-orang lemah diantara mereka yang tidak  memiliki 

kesempatan untuk bersaing dengan pihak yang kuat dan mampu. 
52

 

Interaksi antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan guna 

mencapai tujuan perekonomian yang kuat. Dengan kata lain, penentuan harga tidak 

dapat dimonopoli oleh sepihak saja melainkan terjadi kesepakatan dalam penentuan 

harga. Hal tersebut guna meminimalkan terjadi kecurangan atau pun kerugian di salah 

satu pihak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan ikut andil dalam penentuan 

harga karena menjadi penentu dari harga barang yang telah diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dalam Islam telah diatur mengenai cara 

bermuamalah bagi seorang muslim. Dalam jual beli kaitannya dengan penentuan 

harga, Islam memperbolehkan jual beli dan melarang riba. Sebagaimana firman Allah 

SWT  dalam surat Al-Baqarah  275 : 

لَا يَقُومُونَ إِلَا كَمَا يَقُومُ ٱلَذِي يَتَخَبَطُهُ ٱلشَّيطَٰنُ مِنَ ٱلمَسِّ ٱلَذِينَ يَأكُلُونَ ٱلرِبَوٰاْ 

ذَٰلِكَ بِأَنَهُم قَالُواْ إِنَمَا ٱلبَيعُ مِثلُ ٱلرِبَواْٰ وَأَحَلَ ٱللَهُ ٱلبَيعَ وَحَرَمَ ٱلرِبَوٰاْ فَمَن 

إِلَى ٱللَهِ وَمَن عَادَ  ٓۥسَلَفَ وَأَمرُهُمَا  ۥفَٱنتَهَىٰ فَلَهُ ۦمَوعِظَة مِن رَبِهِ ۥجَاءَهُ

 فَأُوْلَٰئِكَ أَصحَٰبُ ٱلنَارِهُم فِيهَا خَٰلِدُّونَ 
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”
53

 

Penetapan harga menurut pandangan Islam, tidak boleh ada unsur riba di 

dalamnya. Bagi pedagang tidak boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya 

dengan menaikkan harga. Pedagang hanya boleh meraup untung yang sewajarnya 

saja sebagai pengganti atas jasanya. Harga merupakan peran strategik dalam 

pemasaran, bila harga terlalu mahal, maka produk yang bersangkutan bakal tidak 

terjangkau oleh pasar sasaran tertentu atau bahkan custemer value menjadi rendah. 

Sebaliknya, jika harga terlampau murah, perusahaan sulit mendapatkan laba atau 

sebagian konsumen mempersepsikan kualitasnya buruk. Seperti halnya elemen-

elemen bauran pemasaran lainnya, bila dipergunakan secara tepat, maka harga dapat 

menjadi senjata strategik untuk bersaing secara efektik. Harga dapat disesuaikan atau 

diubah secara dramatis, tergantung apa yang ingin dicapai, penetapan harga secara 

tepat merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan dalam jangka pendek 

dan jangka panjang. 
54

 Dengan kata lain, penentuan harga tidak dapat dimonopoli 

oleh salah satu  pihak saja melainkan terjadi kesepakatan dalam penentuan harga. Hal 

tersebut guna meminimalkan terjadi kecurangan atau pun kerugian di salah satu 
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pihak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan ikut andil dalam menjamin 

pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Misalnya 

jika terjadi gangguan pasokan atau harganya berada dibawah harga acuan yang 

ditetapkan pemerintah. Pemerintah berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga 

barang bisa diatasi, dengan adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok 

dan barang penting di gudang ketika terjadinya kelangkaan barang dan gejolak harga 

telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015. 

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan 

dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Pasar Baru 

Kranggot Cilegon upaya Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan bahan 

pokok dan kestabilan harga kebutuhan pokok berjalan dengan lancar, akan tetapi ada 

beberapa hambatan antara lain harga yang berlaku di tiap-tiap daerah atau wilayah 

untuk satu jenis produk dapat berbeda-beda. Untuk menghadapi hal tersebut, 

pemerintah memperkuat tata dan tertib niaga kebutuhan pangan strategis melalui  

Kementerian Perdagangan yang diberi wewenang mengatur harga acuan 11 

komoditas pangan strategis. Hal itu bertujuan menjaga stabilitas harga dan pasokan 

pangan penting yang harganya kerap bergejolak. Penetapan harga beras yang berjalan 

di Pasar Baru Kranggot, dengan melihat indikator jenis dan varian harga serta proses 

jual beli beras. Dari pengamatan penulis proses jual beli di Pasar Baru Kranggot dan 

persaingan antar-pedagang berjalan dengan  tidak kondusif, terjadi monopoli harga di 

antara pedagang, karena adanya pengendalian harga atas suatu jenis barang. Karena 
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itu pedagang relatif bebas untuk menentukan harga sesuai kesepakatan dengan 

pembeli. Upaya pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan 

kestabilan harga kebutuhan pokok berjalan dengan lancar akan tetapi ada beberapa 

hambatan. Menurut kelapa UPTD Pasar Baru Cilegon Peraturan Presiden (Perpres) di 

Pasar Baru Cilegon dinilai sangat rumit, bentuk koordinasi antara pemerintah 

khususnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan pelaku usaha belum jelas. 

Jika sudah disepakati harganya, hal itu akan memperburuk perekonomian. Sebab, 

harga beras antar provinsi saja berbeda-beda. Tidak mungkin menerapkan patokan 

harga beras dilakukan secara nasional, pasti berdasarkan daerah masing-masing. Ini 

operasionalnya akan sangat rumit.  

Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih baik menjamin distribusi barang 

kebutuhan pokok. Terutama, pangan strategis bisa lancar. Meskipun itu dalam jangka 

waktu tertentu misal menjelang Ramadhan saja, tetapi tetap akan sulit dari sisi 

operasionalnya. Selain itu, pengendalian ketersediaan dan harga barang pokok akan 

membuat instrumen pemerintah penegak hukum, seperti polisi maupun Satpol 

Pamong Praja semakin repot. Sebab, pemerintah daerah akan gencar melakukan razia 

ke pedagang-pedagang untuk mencari penjual yang melakukan penimbunan. Justru 

akan membuat kegaduhan di pasar-pasar kalau itu dilakukan. Setiap melakukan razia, 

pihak terkait akan direpotkan untuk memeriksa bukti transaksi penjualan barang. 

Karena, kriteria utama disebutkan telah melakukan penyimpangan jika penjual sudah 

menimbun selama lebih dari tiga bulan. Itu kan berarti tidak mudah bagi polisi yang 
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akan menyidik atau mensurvei apakah (penimbunan) ini melebihi atau tidak karena, 

polisi harus mengetahui transaksi bulan-bulan sebelumnya.
55

 

Seperti yang diungkapkan oleh Suherman, 46 tahun, pedagang di Pasar Baru 

Cilegon, ia mengaku semenjak dua hari terakhir ini sejumlah sembako seperti harga 

cabe, bawang merah dan kebutuhan lainnya merangkak naik. Akibat kenaikan ini 

dirinya sering mendapat komplain dari para pelanggannya. “Memang pergantian 

tahun ini harga sembako mengalami kenaikan cukup memberatkan pedagang maupun 

warga. Untuk itu kami berharap pemerintah agar secepatnya menekan harga-harga 

tersebut,”kata Pedagang yang mengaku sudah hampir 8 tahun jualan di pasar tersebut. 

Diakui oleh pria asal Bogor, kenaikan yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah 

wortel lokal dari awalnya hanya Rp.6000 (enam ribu rupiah) merangkat naik ke 

Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah). Begitu pula dengan harga jeruk nipis yang 

awalnya Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) kini menjadi Rp.20.000 (dua puluh ribu 

rupiah), cabe keriting yang tadinya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sekarang 

menjadi Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah). Meski begitu dia juga mengakui 

memang hingga saat ini pedagang sembako juga mengalami kesulitan karena harga 
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kebutuhan pokok selalu berubah-rubah. Akibatnya dirinya harus bisa menjelaskan 

kepada pelanggan.
56

 

Sedangkan Sutejo (43) tahun,  pedagang telor bebek, harga hingga saat ini 

masih stabil antara sekitar Rp.21.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.22.000 (dua 

puluh dua ribu rupiah) per kilogram (kg) Kenaikan ini tentu sangat memberatkan 

dirinya maupun pembeli, bahkan setiap kali orang membeli selalu komplain harganya 

tidak stabil seperti dulu. “Hingga saat ini harga telur mengalami kenaikan antara 

Rp.2000 (dua ribu rupiah) hingga Rp.3000 (tiga ribu rupiah),  namun harga ini kami 

memperkirakan satu minggu kedepan akan mengalami kenaikan. Untuk itu saya 

meminta kepada pemerintah bisa mengontrol harga kebutuhan pokok, jangan sampai 

kenaikan seperti cukup tinggi. Sebab hal ini akan memberatkan masyarakat kurang 

mampu seperti saya,” 
57

 

Sementara itu Hesti, 28 tahun, salah seorang pembeli, mengaku sangat berat 

dengan kenaikan harga-harga sembako. Atas kenaikan ini ia merasa tahun baru ini 

masyarakat mendapat kado istimewa dengan kenaikan barang-barang. “Awalnya 

kami berharap harga-harga sembako akan turun, tapi nyatanya malah naik. Beberapa 

waktu lalu Pak Presiden Jokowi meyakinkan warga kalau bulan September 2015 
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ekonomi akan stabil, nyatanya mana, semua barang-barang naik,” keluh ibu dua anak 

tersebut.
58

 

 Apabila diperinci berdasarkan kelas ekonomi masyarakat, kelompok bawah 

yang paling menonjol peningkatan apresiasi positifnya, terutama dalam menyoroti 

aspek harga barang. Stabilitas harga kebutuhan pokok memang sangat sensitif di 

kelompok masyarakat ini. Harga beras medium yang pada awal tahun sempat naik 

tajam membuat masyarakat bawah memberikan penilaian yang buruk atas kinerja 

pemerintah. Akan tetapi, saat stabilitas harga barang berhasil dijaga, penilaian puas 

langsung meningkat di kelompok masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan upaya 

perbaikan ini. Menjelang puasa dan Lebaran tahun ini, harga bahan pangan lebih 

terkendali dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 

tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

Aturan ini menjadi landasan untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga 

barang kebutuhan pokok yang beredar di pasar. Di dalam peraturan ini terdapat 

larangan jelas untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting saat 

ada kelangkaan, gejolak harga, ataupun muncul hambatan lalu lintas perdagangan 

barang. Implementasi Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 di Pasar Baru 

Kranggot khususnya upaya pengendalian harga dari pemerintah mulai terasa di 

tingkat masyarakat. Harga kebutuhan pokok relatif terjangkau, harga yang relatif 

stabil ini membantu kesinambungan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. 
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Perpres (Peraturan Presiden) ini juga memberi kewenangan pemerintah untuk 

membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan 

setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi 

pada saat operasi pasar, dan penetapan harga subsidi. Untuk mengantisipasi 

permasalahan tersebut diperlukan peraturan tentang tindakan pengamanan dalam 

upaya melindungi industri dalam negeri. Tindakan tersebut merupakan salah satu 

instrumen kebijakan perdagangan . 
59

 

Pada pasal 4 Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan 

dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Untuk pengendalian 

ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud, 

Menteri Perdagangan, menetapkan harga acuan dan harga pembelian pemerintah 

pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting. 

Dengan kata lain, penentuan harga tidak dapat dimonopoli oleh sepihak saja 

melainkan terjadi kesepakatan dalam penentuan harga. Hal tersebut guna 

meminimalkan terjadi kecurangan atau pun kerugian di salah satu pihak. Pemerintah 

mempunyai tanggung jawab dan ikut andil dalam menjamin pasokan dan stabilisasi . 

harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Misalnya jika terjadi gangguan 

pasokan atau harganya berada dibawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah. 
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D. Tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 

Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

penting.   

Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan dan penyimpanan barang 

kebutuhan pokok dan barang penting.berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis 

dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang digunakan sekarang ini masih positif 

dan hukumnya mubah. Dengan tidak meninggalkan prinsip dan tujuan ekonomi Islam 

dalam penetapan harga yang disesuaikan dengan kualitas barang sehingga terjadi 

suka sama suka antar pembeli dan penjual dan tidak ada pihak yang memaksa dan 

terpaksa untuk transaksi di dalam menyepakati harga, harga barang dan pelayanannya 

sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, secara umum masih dalam nilai-nilai hukum 

ajaran Islam, kecuali penetapan harga yang dilakukan dibawah atau diatas harga yang 

sebenarnya disebut Al- Ghaban, itu jelas dilarang, karan Islam melarang permainan 

harga baik itu mengeksploitasi kebutuhan orang dan mengubag harga yang telah 

berlaku. Islam pun melarang permainan harga, Islam juga menghendaki agar pasar 

menjadi bebas terbuka sehingga dapat berjalan lancar hukum-hukum penyediaan dan 

permintaan secara alami, dan Islam mengharamkan segala bentuk permainan semua 

ini memberi hak kepada pemerintah untuk mengawasi pasar, bagaimana jalannya dan 

harga-harganya demi tegaknya keadilan. Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui 

adanya motif  laba (profit), namun motif  laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-

syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan apabila batasan ini diikuti dan 

dilaksanakan dengan seksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis 
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antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tiga asas 

filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut : 
60

 

1. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber alam lainya, bahkan 

harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah 

yang menciptakanya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan 

ketentuan-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT , Al-Maidah ayat 120 :  

 رضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيء قَدِّيرُ لِلَهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَٰٰتِ وَٱلَأ

 “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di 

dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu “
61

 

Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu 

untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.  

2. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang 

sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dibumi. 

Semua mahluk lain terutama flora dan fauna di ciptakan Allah untuk manusia, agar 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupanya. 

Sebagimana firman Allah SWT , 

3. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan.  

4. Keyakinan pada hari kiamat merupakan  asas penting dalam sistem ekonomi 

Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah ekonomi manusia akan dapat 
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terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan 

ekonominya akan diminta pertanggung jawabanya oleh Allah. Pertanggung 

jawaban itu tidak hanya mengenai harta yang diamanatkan Allah kepada 

manusia.
62

 

Prinsip-Prinsip ekonomi Islam, syarat suatu bangunan agar berdiri yang 

kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi Islam, maka tiang 

penyangganya adalah sebagi berikut : 
63

  

a) Siap menerima resiko , prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan 

pedoman oleh setiap muslim dalam berkerja untuk menghidupi dirinya dan 

keluarganya, yaitu menerima resiko terkait perkerjaanya itu. Keuntungan dan 

manfaat yang diperoleh juga terkait jenis perkerjaanya. Karena itu, tidak ada 

keuntungan atau manfaat yang diperoleh seorang tanpa resiko. hal ini merupakan 

jiwa dari prinsip “ dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (Al-Kharaj bid 

dhaman). 

b) Tidak melakukan penimbunan, dalam sitem ekonomi syariah, tidak seorang pun 

diizinkan untuk menimbun.  

نِي أَبُو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ , حَدَّثَ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ ، قَالَ : عَنْ فَرُوخَ ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْمَكِيُ 

سَمِعْتُ رَسُولَ الِله صَلَى الله عَليْهِ وسَلَمَ يَقُولُ : مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسّْلِمِينَ طَعَامَهُمْ 

 ، ضَرَبَهُ اللَهُ بِالْجُذَامِ وَالِإفْلَاسِ. رواه إبن ماجة
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Yahya bin Hakim bercerita, Abu Bakar Al-Hanafy bercerita, Haytsam bin Rofi’ 

bercerita Abu Yahya Al-Makiy bercerita kepadaku dari Farrukh yang menjadi tuan 

sahabat Utsman bin Affan ra, dari Umar bin Khottob berkata : Aku pernah mendengar 

Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa menimbun bahan makanan umat Islam, maka 

Allah akan menjatuhkan atasnya penyakit lepra dan kebangkrutan”. (HR. Ibnu Majah) 

c) Tidak monopoli, dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, 

baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Islam 

mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul Khairat. 

Segala sesuatu didunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga ter depresiasi 

oleh zakat. Yang abadi didunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT. Karena itu, 

Uang bukan merupakan alat penyimpanan nilai. Uang bukan merupakan 

komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. Contohnya pisang 

misalnya mempunyai harga. Begitu juga seperti komoditi lainya seperti 

komputer, furniture, dan lain sebagainya. Islam tidak boleh menetapkan harga 

pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain, 

maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan 

bukan 5,2 juta rupiah atau lebih. Uang hanyalah sebagi alat perantara (alat tukar). 

Hal itu berati uang sebagai alat tukar, bermakana nilainya harus dijaga agar tetap 

stabil.  

d) Pelarangan Riba, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al- 

Baqarah 278 

 أَيُهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِبَوٰاْ إِن كُنتُم مُؤمِنِينَيَ 
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       “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman ” 
64

 

       Ayat ini adalah sebuah perintah, tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan. 

Di dalam ushul fiqh larangan terhadap sesuatu adalah berati perintah untuk 

berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini larangan untuk 

mengerjakan riba berati perintah untuk berhenti mengerjakan riba. Hukum asal 

setiap larangan adalah untuk pengharaman.  

e) Solidaritas sosial, solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat 

diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit , maka seluruh tubuh 

akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami masalah kemiskinan, 

maka tugas kaum muslimin yang lainya menolong orang miskin  itu (dengan cara 

membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apapun 

harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. 

   

 

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kiranya 

dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini : 
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1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan 

penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Pasar Baru Kranggot 

Cilegon upaya Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan 

kestabilan harga kebutuhan pokok berjalan dengan lancar, akan tetapi ada 

beberapa hambatan antara lain harga yang berlaku di tiap-tiap daerah atau wilayah 

untuk satu jenis produk dapat berbeda-beda. Untuk menghadapi hal tersebut, 

pemerintah memperkuat tata dan tertib niaga kebutuhan pangan strategis melalui  

Kementerian Perdagangan yang diberi wewenang mengatur harga acuan 11 

komoditas pangan strategis. Hal itu bertujuan menjaga stabilitas harga dan 

pasokan pangan penting yang harganya kerap bergejolak.  

Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan dan penyimpanan barang 

kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis 

dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang digunakan sekarang ini masih positif 

dan hukumnya mubah. Dengan tidak meninggalkan prinsip dan tujuan ekonomi Islam 

dalam penetapan harga yang disesuaikan dengan kualitas barang sehingga terjadi 

suka sama suka antar pembeli dan penjualan dan tidak ada pihak yang memaksa dan 

terpaksa untuk transaksi di dalam menyepakati harga. Harga barang dan 

pelayanannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, secara umum masih dalam 

nilai-nilai hukum ajaran Islam, kecuali penetapan harga yang dilakukan dibawah atau 

diatas harga yang disebut Al- Ghaban, Islam mengharamkan segala bentuk permainan 

harga dan memberi hak kepada pemerintah untuk mengawasi pasar, bagaimana 
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jalannya dan harga-harganya demi tegaknya keadilan dan  ihtikar merupakan 

perbuatan yang diharamkan oleh syariat, karena membawa kemudharatan yang besar 

terhadap masyarakat. Pengharaman terhadap perbuatan ihtikar apabila terdapat tiga 

unsur, yaitu : 

1. Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu. 

2. Barang yang dibeli merupakan bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat. 

3. Adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang 

dibutuhkan.  

B.  Saran-saran 

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1) Pemerintah  

 Pemerintah memiliki tanggung jawab dan ikut andil dalam menjamin pasokan 

dan stabilisasi harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting, jika terjadi 

gangguan pasokan atau harganya berada dibawah harga acuan yang ditetapkan  

pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah perlu memiliki kontrol dan pemantauan 

untuk menjaga agar tidak menyebabkan sejumlah komoditas mengalami kelangkaan 

serta lonjakan harga yang cukup tinggi.   

2) Masyarakat  
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Masyarakat harus belajar cara untuk mengatur kebutuhan dengan baik, dan 

pintar menentukan kebutuhan-kebutuhan apa sajakah yang harus diutamakan untuk 

menjamin ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga kebutuhan pokok. Agar 

terjadi kelancaran dalam jual beli penulis menyarankan agar para pedagang 

memberikan harga kepada pembeli harus sesuai dengan kesepakatan bersama dengan 

harga acuan pemerintah. Dengan demikian maka akan timbul kelangsungan jual beli 

yang harmonis.  

 

 


